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Nasionalisme dari

"BAHWA hakikat negara bu-
kanlah organisasi yang dibuat
untuk kepentingan diri sendirt,
melainkan merupakan susun-
an objektif untuk mencapai ke-
bajikan dan keadilan. Negara
bertugas membuat dan melak-
sanakan hukum-hukum yang
objektif yang mengandung ke-
adilan bagi umum, bukan un-
tuk melayani kepentingan pe-
nguasa.” (Socrates)

ENJELANG Han
Kemerdekaan, deret-
an peristiwa peng-
khianatan dar penjara menam-
bah noktah di negeri ini. Ruang
percakapan akhir-akhir ini di-
sesaki oleh wacana keresahan
publik, karena lembaga pema-
syarakatan yang diisi oleh para
narapidana koruptor di Lapas
Sukamiskin, disulap menjadi
rumah kos-kosan atan kamar
semniapartemen, lengkap dengan
fasilitas yang tak lazim ditemu-
kan di suatu tempat yang dulu
disebut penjara.
Padahal, munculnya penjara
sebagai bentuk penghukuman
menandai perkembangan peng-
hukuman vang lebih manusia-
wi. Pemenjaraan bukanlah ben-
tuk penghukuman retaliasi yang
menyiksa, karena ide yang ada
di balik kemunculannya adalah
reformasi pelanggar hukum. Ke-
munculan penjara juga menan-
dai masa peradilan pidana yang
modern ketika pada saat yang
sama reaksi berupa eksekusi
publik dan penyiksaan dihapus-
kan.

Lagi, narapidana koruptor di
sana tidak juga jera, mengingal
mereka masih punya sedikit
kuasa dan banyak uang untuk
membeli fasilitas sesuai dengan
yang mereka inginkan. Tak ada
hikmah vang dimsvafi dari pe-

* ristwa bexxahunmmnlamarwa

PikiranRakyat
SELASA (WAGE) 7 AGUSTUS 2018 !

25

HAPIT 1951

ZULKAIDAH 1439 H

Dian Andriasari
Dosen Faklutas Hukum Unisba

dari kasus pleserian Gayus
Tambunan atau kawan-kawan-
nya yang lain. Tak ada revolusi
mental dan dalam jeruji para
koruptor sana. Yang ada syah-
wat untuk menikmati yang bu-
kan haknya. Hal ini memaksa
para ASN lapas berkhianat pada
negara karena tergiur setumpuk

uang.

Ruang dan waktu pemida-
naan seharusnya diisi dengan
kontribusi yang nvata bagi ne-
gara. Sebagai bentuk niat dan
rasa sesal yang telah berkhianat
pada negara; mempermainkan
anggaran dan atau kekuasaan.
Identitas napi koruptor tak da-
pat disangsikan lagi keberada-
annya, ia hanya seolah terpaksa
masuk ke dalam satu ruangan
dan pura pura dipenjara. Kini
publik telah jengah untuk per-
caya.

Kini usia negara yang telah
merdeka, 73 tahun lalu, menje-
lang pertambahan usianya, pe-
negakan hukum seakan menjadi
angan-angan. Proses sistem per-
adilan pidana yang sejak awal
disoroti publik (khusus untuk
kasus-kasus korupsi), menjadi
tak berarti apa pun, manakala
dalam proses akhirnya (pemi-
danaan dan masa menjalani hu-
kuman) tak lagi memberikan
efek jera. Special detterence
yang ditujukan kepada pelalgu
gagal terjadi. Mengapa demj-
kian, seyogianya per]indun_gqn

khusus bagi pelaku agar jera
dan tidak mengulangi perbuat-
annya lagi menjadi tak berarti
apa pun, mengingat konsep pe-

midanaan dan atau menjalani
pidana tak lagi menunjukkan
relasi kuasa otoritas negara; si-
pir bahkan kalapas dapat dibeli
dengan uang.

Lalu di manakah fungsi ne-
gara dalam menciptakan keter-
tiban masyarakat, yang sering
kali didengungkan sebagai dasar
pembenar penjatuhan pidana?
Negara yang sah secara hukum
menggunakan otoritasnya
memberikan penghukuman?
Pada kasus-kasus “pura-pura
penjara” ini tampaknya negara
dan mental ASN di lapas tak
berbeda dengan mental inlan-
der zaman penjajahan, yang
takluk dan takut ketika diancam
dan tak kuat iman ketika di go-
da dengan uang.

Kini, masyarakat perlu me-
ngembangkan penalaran pubik
(public reasoning) dengan me-
ngedepankan civic values yang
mendorong ‘dan menampung
keunggulan nilai dan tradisi et-
nik dan agama yang ada di In-
donesia (Komarudin Hidayat,
2012;217). Di mana budaya ma-
lu dan setia pada negara diga-
lakkan kembali. Malu ketika tak
setia janji pada negara, apalagi
internalisasi nilai-nilai agama
menjadi ciri dan warna masya-
rakat di Indonesia. Lalu menga-
pa harus menynap dan mau di-
suap?

Sudah sepantasnya negara
bertindak melalui organ-organ
hukumnya, memberikan kepas-
tian hukum, dan keadilan. Pe-
merintah pun seyogianya mem-
buat hukum menjadi berdaya

Penjara

dalam memberikan perlindung-
an keamanan dan perlindungan
terhadap hak-hak warga nega-
ranya. Pelajaran dari Lapas Su-
kamiskin ini sesungguhnya ada-
lah pendewasaan dan proses de-
mokratisasi hukum di Indone-
sia.

Tujuan
penghukuman
Bagaimana pemenjaraan jus-
tru menjadi praktik sosial yang
destruktif? Pada masanya pe-
ngaruh utilitarianisme dan pe-
ngaruh ilmu pengetahunan po-
sitivis menjadikan pemenjaraan
tidak sekadar penahanan atau
memisahkan pelaku kejahatan
dengan masyarakat. Namun,
lebih dari itu, memberikan man-
faat baik bagi masyarakat luas
(the greatest numbers), maupun
bagi narapidana sendiri. Seyo-
gianya bagi narapidana koruptor
vang memiliki strata pengeta-
huan yang tinggl, mampu meng-
insyafi kegagalan peran mereka
sebelum ditahbiskan menjadi
koruptor, mencintai dan rasa se-
sal karena telah berkhianat pada
negara menjadi nilai yang di-
imani oleh mereka; takkan sang-
gup lagi berkhianat dari penjara
setelah berkhianat dan luar pen-

jara.

Peran elite politik yang ada di
dalamn sana, tak jarang membe-
rikan legitimasi atau berlindung
dari tuduhan-tuduhan itu. Dra-
ma pencopotan kalapas seakan
diatur menjadi klimaks, Sean-
dainya peristiwa ini terjadi di
Jepang, maka tak hanya kalapas
yang dicopot, menkumham pun
akan mengundurkan diri, bah-
kan presiden akan menangis
malu menyikapi kejadian ini.
Lalu bagaimana di Indonesia?

Politik nilai yang menjadi ke-
rangka dalam proses demokra-
tisasi hulkum adalah tonggak
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calon

DUA nama untuk ba-
kal calon wapres.

- Dari tanah Sunda un-
tuk Indonesia.

capres

HARI kedua belum
ada capres mendaftar.

- Biasa, di "menit-menit"”
terakhir.

meroket

GAGAL bayar fintech
meroket.

- Bungana nyekek.

peradaban manusia yang zoon
politicon. Perjalanan sejarah
menghantarkan pada ranah
ingatan tentang konsep negara
hukum yang dituangkan dalam
janji suci konstitusi negara;
"UUD 1945". Meski negara
hukum sering kali dijadikan an-
ti-tesis dari politik serta selalu
diakrabi dengan dua pendekat-
an yakni pendekatan formal dan
pendekatan substansial. Negara
hukum sebagai jawaban dari
kegaduhan politik transisi dari
masa penjajahan ke era kemer-
dekaan, tak pelak lagi sering di-
gadang-gadang sebagai pers-
pektif baru dalam menjawab ke-
butuhan masyarakat akan keter-
aturan. Akan tetapi, bagaimana
dengan tujuan penghukuman?
_ Jawabnya sederhana, pemen-
jaraan adalah diskursus utama
da.ri penplogi punitif, yang me-
miliki cin instusionalisasi dan
rasionalisasi hanya terhadap tu-
juan penghukuman itu sendiri
(Igraks Sulhin, 2016;vi).***
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